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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah beberapa kali, tcrakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, analisis standar belanja
merupakan penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan;

bahwa dalam rangka efisicnsi dan cfektifitas
penyusunan anggaran periu adanva penyvetaraan
beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan,;



Mengingat

L.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis
Standar  Belanja  Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat I Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Baral dun Dacrah lstimewa
Jogyakarta {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4288);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambuhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578j;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah Keuangan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemcerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahuan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Presiden Nomor &7 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pudoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah
beberapa Kkali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan
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17,

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pcedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Mentceri Neuangan Nomor
49/PMK.02/2018 tentang  Standar  Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 533);
Peraturan Daerah Kabupatcn Lamongan Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kibupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2018 Nomor 13);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Lumongan
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Ki.bupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS ~TANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 201¢



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebeagai unsur
penyelenggara pemerintahan  daernt  yang
memimpin pelaksanaan urusan pcrrerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Lamongan.

Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat PD
adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintan  yang
menjadi kewenangan daerah,

Analisis Standar Belanja, yang sclinjutnya
disingkat ASB, adalah penilaian kewujaran atas
beban kerja dan biaya yang digunali: . untuk
melaksanakan suatu kegiatan vaa: akan
dilaksanakan oleh PD di lingkungan Pcinerintah
Kabupaten Lamongan untuk 1 (sa:v] tahun
anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Peranck... Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKA-Pt;. adalah
dokumen perencanaan dan pengangg..g:il yang
berisi program dan kegiatan PD scria «nggaran
yang diperiukan untuk melaksanakannya,
Program adalah penjabaran kebijakan °[) dalam
bentuk upaya yang berisi 1 (satu} ut.u lebih
kegiatan dengan menggunakan sunibor daya
yang disediakan untuk mencapal hasil yang
terukur sesuai dengan misi PD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih .ait kerja
pada PD sebagai bagian dari pencapaii:r sasaran
terukur pada suatu program dan teridirl dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumier daya
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(1)

(2)

baik yang berupa personal (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dart heberapa
atau semua jenis sumber daya tersebul sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
foutput) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan
dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran foutput) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan program dan kebijakan.

Hasil f{outcome} adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan dalam satu program.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini
adalah sebagal landasan hukum dalam hal
antara lain :

a. penilaian kewajaran atas beban kerja
digunakan dan biaya yang dizunakan
dalam melaksanakan program/ kegiatan
oleh PD;

b. penyetaraan penghitungan anggaran
program/kegiatan yang sejenis/scrumpun
yang berlaku pada seluruh PD.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini

adalah untuk meningkatkan efisiensi biaya dan

efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka
pengendalian anggaran.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3

ASB terdiri dari :

a. pelatihan dan bimbingan teknis;

b. sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan non
teknis;

pembangunan gedung kantor;

rehabilitasi gedung;

pembangunan sarana dan prasarana air;
pembangunan jalan;

penyelenggaraan studi lapangan;
penyusunan buku/majalah/buletin;
penyusunan pelaporan keuangan secara
berkala;

=gl S W

[

J- penyusunan Dockumen Perencanaan dan

Evaluasi.
Jenis-jenis ASB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENERAPAN ASB

Pasal 4

ASB digunakan untuk menentukan besaran
biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan
RKA-PD.

Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat digolongkan atau disctarakan
menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir
sama sesual dengan jenis-jenis ASB kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



(1)

(2)

BAB [V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam
rangka penyusunan RKA-PD  Pemerintah
Kabupaten Lamongan dilakukan oleh Kepala PD.
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  ASB.
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Lamongan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal &

Kegiatan pada PD yang belum diatur dalam

Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesual dengan
kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total

belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan
berdasarkan hasil pembahasan oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD).



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKQ NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 00!




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

JENIS-JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

1. PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

a.

Deskripsi

Pelatihan dan Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk
memberikan pelatihan/bimbingan kepada para pegawai di
lingkungan PD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu.
Tujuan kegiatan int adalah untuk memberikan keahlian
teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional
yang menjadi kebutuhan utama. Sifat kegiatan ini bukan
hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga
memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta
atas keahlian teknis yang dituju.

Satuan hitung : rupiah/ jumlah peserta/ hari
Variable cost : Rp2.139.150,74 /orang/hari

Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis

No Keterangan Rata-rata | Batas Atas
1 | Belanja Pegawai 12,9% 15,60%
Belanja Barang dan Jasa 87,1% 90,30%
| 100 %
Contoh
Kasus 1

Dinas X merencanakan suatu kegiatan diklat untuk dapat

memfasilitasi 30 (tiga puluh) peserta selama 10 (sepuluh)
hari. Berapa anggaran yang wajar untuk kegiatan ini ?
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Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

~ Keterangan ) Rata-rata Batas Atas

Belanja Pegawai 35% 44%

Belanja Barang dan Jasa 65% 75%
Jumlah 100% S

Contoh kasus

Dinas X bermaksud mengadakan kegiatan penyusunan
Dokumen Perencanaan, yakni sebanyak 4 {empat) jenis
laporan, berapa anggaran maksimal wajar yang diperlukan?
Adapun perhitungan anggaran yang dibutuhkan dan batas
wajarnya adalah Maksimal sebesar Rp40.000.000,00 {empat
puluh juta rupiah) sebagaimana perhitungan berikut :

Rp/m?” Batas Atas
ST : 7 10.000.000,00
Perkiraan Anggaran Rpl10.000.C000,00 x 4
= Rp 40.000.000,00

BUPATI LAMONGAN,

ttd.
FADELI
P suai dengan aslinya
& GIAN HUKUM
/- N
' mmmm S -
T ORO*HYURSIYANTO
A, 2N NIP. 80114 198801 1 001
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